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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari dua Tempat Pemakaman Kristen Protestan yang diteliti ternyata 

Tempat Pemakaman Kristen Protestan Arimatea telah memperoleh Hak Milik 

atas nama Gereja GMIM “Jemaat Kristus” Manado berdasarkan Staatsblad 

1927 Nomor 156 tentang Peraturan Kedudukan Hukum Perkumpulan Gereja 

dan SK Dirjen Agraria dan Transmigrasi Nomor 22/HK/1969 tentang 

Penunjukan Badan Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat Sebagai Badan 

Hukum yang Dapat Memiliki Hak Kepemilikan Tanah, walaupun hak atas 

tanah tersebut tidak seperti yang diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah 

untuk Kepentingan Pemakaman juncto Pasal 6 ayat (2) Keputusan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan 

Penggunaan Tanah untuk Kepentingan Pemakaman. Tempat Pemakaman 

Kristen Protestan GMIM Torsina Tumumpa belum mengurus konversi Hak 

Milik Adat atas tanah yang sudah digunakan sebagai Tempat Pemakaman 

Bukan Umum. Jadi, Tempat Pemakaman Kristen Protestan Arimatea sudah 

memperoleh kepastian hukum, sedangkan Tempat Pemakaman Kristen 
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Protestan GMIM Torsina Tumumpa belum memperoleh kepastian hukum 

karena belum mengurus konversi Hak Milik Adatnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

90 
 

B. Saran 

1. Kantor Pertanahan Kota Manado lebih proaktif  melakukan 

penyuluhan/sosialisasi terkait pemberian hak atas tanah untuk Tempat 

Pemakaman Bukan Umum.  

2. Pengelola Tempat Pemakaman Kristen Protestan GMIM Torsina 

Tumumpa segera mengurus konversi Hak Milik Adat (Tanah Pasini) 

untuk Tempat Pemakaman Bukan Umum tersebut agar mendapatkan 

kepastian hukum.  

3. Pemerintah Kota Manado segera mengeluarkan peraturan tentang Tempat 

Pemakaman khususnya Tempat Pemakaman Bukan Umum sebagaimana 

yang ditentukan dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 

Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan 

Tempat Pemakaman. 
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